SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk
menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor
80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah perlu disesuaikan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan ...



Menetapkan :

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

13. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

Pasall ...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 80

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017

Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 2 ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b)

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu
dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan

APBD.

(2a)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon

penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.

(2b)Jumlah pagu wusulan Kepala SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a) paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan

usulan dari calon penerima.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang
tidak diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan
resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau

keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu ...



(4)

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan

3 (tiga) ayat, yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), serta

ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 9

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b menyampaikan

usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati

dengan dilengkapi proposal dan data pendukung

lainnya.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

antara lain :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran
umum mengenai permasalahan yang

melatarbelakangi pengusulan bantuan sosial;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud
dan tujuan dilaksanakannya kegiatan, kejadian yang
terjadi yang dibiayai dari dana bantuan sosial;

c. susunan kepengurusan anggota/masyarakat, berisi
tentang uraian susunan pengurus dari anggota/
kelompok masyarakat yang mengajukan usulan

bantuan sosial;

d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian
keberadaan sekretariat dari anggota/kelompok
masyarakat yang mengusulkan bantuan sosial,
lengkap dengan alamat dan telepon;

e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal

pelaksanaan;

f. rincian kebutuhan anggaran, untuk bantuan sosial
berupa uang;

g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan bantuan
sosial, untuk bantuan sosial berupa barang;

h. tanda ...



(3)

(4)

(6)

h. tanda tangan atau cap jari atau bentuk lainnya yang
tidak mampu tanda tangan, nama lengkap calon
penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta

stempel/cap bagi anggota/kelompok masyarakat.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan

Camat.

Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. fotokopi KTP calon penerima bantuan sosial;
b. fotokopi rekening bank atas nama anggota/kelompok
masyarakat dengan specimen pimpinan/ketua dan

bendahara.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan dibantu oleh Tim Verifikasi bantuan sosial yang

telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

bertujuan untuk :

a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan
standar harga yang berlaku di Pemerintah Kabupaten
Pati;

b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan
yang diajukan bantuan sosial;

c. memastikan kebenaran anggota/kelompok

masyarakat yang mengajukan usulan;

d. memastikan alamat sekretariat anggota/kelompok

masyarakat yang mengajukan usulan.

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi

kepada Bupati melalui TAPD.

(7a)Dalam hal bantuan sosial berdasarkan atas usulan

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3), maka usulan didasarkan pada hasil pendataan

yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan Kepala SKPD.
(7b) Tim ...



(7b)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dalam
melakukan pendataan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7c)Kepala SKPD menyampaikan usulan bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) berupa

rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7c¢)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan

daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 10

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat
(7c) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi

anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan

PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa

uang atau barang.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran bantuan sosial dalam lampiran
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
C
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SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




